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ABSTRACT

The obligation to maintain environmental harmonyindividuals
or businesses that are legal entities carry outldng activities in
accordance with what is mandated by Article 41 gaaph (2) Regional
Regulation of Samarinda City Number 34 of 2004 eamag Buildings in
Samarinda City Region. However, especially on J@#damad Yani there
are still places to build buildings that violateyexy implementation of
building activities must maintain the security, etgfof buildings and the
environment and should not interfere with the peand safety of the
surrounding community. In connection with the faieg, it is interesting
to study Law Enforcement Against Building Buildinggased on
Samarinda City Regulation Number 34 of 2004 conogriBuildings in
the Samarinda City Area (building violation studas Jalan Ahmad Yani
Samarinda City. How to enforce law and legal eHoagainst Regional
Regulation of Samarinda City Number 34 of 2004 eamiag Buildings in
Samarinda City Region.

This research was carried out at the Samarinda Otup
Integrated Licensing Service Agency, UPTD Operatio@ontrol Unit
Building and places to build buildings on Jalan AddnYani Samarinda
City. Collecting data with field studies, namelytenviews and
observations / field observations, as well as ligratudies. Based on the
results of research in the field, it is shown tkaforcement of places to
build buildings that are not in accordance with ®oumental
preservation on Ahmad Yani street in Samarinda Sityot effective. This
can be seen from the fact that there are still taoliostacking places that
have not implemented implementation that is in ln#h environmental
sustainability, which enforcement actions do né&etplace. Law enforcers
who are not strict in enforcing building activitiethat are not in
accordance with the procedures for making this Begi Regulation are
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not implemented. This can be seen from the fatttliese is still a place
to build buildings that does not care about thetausbility of the
environment when building a building, it can disrupe comfort and
safety of the surrounding environment and the pewblo cross the area.

Keywords: building permits, law enforcement.
ABSTRAK

Kewajiban menjaga keserasian lingkungan pada quebhgdi atau
usaha yang berbadan hukum melakukan kegiatan meuidangunan
sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 412)yBefaturan Daerah
Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2004 tentang BangDadeim Wilayah
Kota Samarinda. Akan tetapi khususnya di Jalan Ahnfani masih
terdapat tempat kegiatan membangun bangunan yafanggear, setiap
pelaksanaan kegiatan membangun harus menjaga kaanaselamatan
bangunan dan lingkungan serta tidak boleh menggakeggntraman dan
keselamatan masyarakat sekitar. Sehubungan demddersebut diatas,
menarik untuk dikaji mengenai Penegakan Hukum Tadapaviembangun
Bangunan Berdasarhan Peraturan Daerah Kota SamaNadnor 34
Tahun 2004 tentang Bangunan Dalam Wilayah Kota 8ade (studi
pelanggaran bangunan di Jalan Ahmad Yani Kota SadaarBagaimana
penegakan hukum serta upaya-upaya hukum terhadapuf® Daerah
Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2004 tentang Bangadem Wilayah
Kota Samarinda.

Penelitian ini dilakukan di Badan Pelayanan Peaiai Terpadu
Satu Pintu Kota Samarinda, UPTD Satuan Operasidtethgawas
Bangunan dan tempat-tempat kegiatan membangun bangdi Jalan
Ahmad Yani Kota Samarinda. Pengumpulan data desgath lapangan,
yaitu wawancara dan observasi/pengamatan lapangana studi
kepustakaan.Berdasarkan hasil penelitian dilapamgamunjukan bahwa
penegakan terhadap tempat kegiatan membangun kEng@mg tidak
sesuai dengan kelestarian lingkungan di jalan Ahméhi Kota
Samarinda tidak berjalan efektif. Hal tersebutihetl dengan masih
banyaknya tempat penumpukan yang belum menerapkikspnaan
yang sesuai dengan kelestarian lingkungan, yaiagf tidakukan tindakan
penegakan. Aparat hukum yang tidak tegas dalamkoleada penegakan
terhadap kegiatan membangun yang tidak sesuai daroseembuat
Peraturan Daerah ini tidak terlaksana. Hal iniiltatl dengan masih
adanya tempat kegiatan membangun bangunan yarkgntieliaperdulikan
kelestarian lingkungan sekitar pada saat membargamgunan, hal
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tersebut dapat mengganggu kenyamanan dan kesetarwagiungan
sekitar serta masyarakat yang melintasi kawasaaliat.

Kata Kunci : izin mendirikan bangunan, penegakan hukum.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan masyarakat dan pertumbuhan perekandmkata-
kota besar khususnya di kota Samarinda sangat péaahi dapat dilihat
banyaknya gedung-gedung bertingkat baik bangunampae tinggal,
umum, perniagaan, perindustrian, perkantoran dapdetempat lainnya
di Kota Samarinda. Untuk menunjang pertumbuhan kopa@mian
masyarakat maka pembangunan haruslah disesuaikeyard&ebutuhan
masyarakat sekarang ini, yang mana pembangunarpaken penunjang
kemajuan suatu daerah.

Keberadaan pembangunan daerah diarahkan untuk memac
pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalagkaaneningkatkan
kesejahteraan rakyat, menggalakan prakarsa dan n pea&tif
memasyarakatkan serta meningkatkan pendayagunaemspadaerah
secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonoraratiayang nyata,
dinamis, serasi dan bertanggung jawab, serta ménmgtepersatuan dan
kesayuan bangsa (Sarundajang, 2008:74).

Pemerintah merupakan pemegang otoritas kebijakdntikpyang
harus memainkan peranan penting untuk memotivasiutekegiatan dan
partisipasi rakyat, melalui berbagai pembangunaperdi tempat tinggal,
umum, perniagaan, perindustrian, perkantoran dapdetempat lainnya.
Pembangunan fasilitas, demi berkembangnya kegigemekonomian
sebagai lahan masyarakat untuk memenuhi kebutudvashrs Terutama
untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan yangadierakibat
kecepatan pembangunan. Pengaturan mengenai mandb@agunan di
Kota Samarinda diatur dalam Peraturan Daerah KataaBinda Nomor
34 Tahun 2004 tentang Bangunan Dalam Wilayah Kataginda.

Fenomena yang sangat logis karena tempat tinggadumy
perniagaan, perindustrian, perkantoran dan tenepapat lainnya pada
dasarnya merupakan wadah bagi manusia atau keluatgk melakukan
aktivitas kehidupannya. peran tempat tinggal, umuperniagaan,
perindustrian, perkantoran dan tempat-tempat la@nbykan sekedar
tempat untuk bernaung, tetapi juga merupakan temmp@atkk melindungi
diri dari kondisi alam yang tidak selamanya mengngkan pada saat
melakukan aktifitas. Peran pemerintah sebagai marana pembangunan
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serta peran swasta (kontraktor) juga sangat vieabtama dalam
menentukan arah dan laju perkembangan pembangersabt.

Sebagai syarat untuk menjamin berfungsinya rendate ruang
wilayah tersebut maka di dalam proses penyiapanyyseinan dan
pelaksanaannya perlu dukungan dan instansi-instemnskal atau dinas-
dinas Pemerintah Kota Samarinda maupun partisipasyarakat di dalam
penanganannya. Bahwa sejalan dengan laju pertumbpgrmbangunan
nasional pada umumnya dan perkembangan pembangatzaBamarinda
pada khususnya yang menunjukkan adanya kemajuan sangat pesat
baik di bidang teknologi maupun di bidang pembaaguyang dilakukan
pemerintah maupun masyarakat sangatlah berpengepalda tatanan dan
wajah kota mendatang, Sehingga perlu adanya peatagkkegiatan
pemerintah untuk mengatur dan menata bangunanh Sata kebijakan
yang sudah dilakukan pemerintah untuk mencapaatujersebut adalah
mengesahkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nodal3un 2004
tentang Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda ydidglamnya
mengatur tentang ketentuan Mendirikan Bangunan.nyaaketentuan
dalam mendirikan bangunan untuk meminimalisir pggmman dalam
membangun bangunan, yang peruntukannya tidak sdanmaberdampak
lingkungan.

Di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
24/PRT/M/2007 Tanggal 9 Agustus 2007 tentang Pedoireknis Izin
Mendirikan Bangunan Gedung menyatakan bahwa Mardaat Izin
Mendirikan Bangunan ialah untuk terwujudnya tenienyelenggaraan
bangunan gedung dan menjamin keandalan teknis banggedung serta
terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraaguman gedung,
setiap pendirian bangunan gedung harus berdasdzkanMendirikan
Bangunan Gedung (IMB).

Banyak hal-hal yang menyimpang dalam membangun uremgy
yang berdampak terhadap lingkungan pada saat psedangunan
bangunan. Permasalahan yang sering terjadi adamahand para pihak
baik individu maupun pihak lembaga swasta seringkangabaikan
masalah dalam saat proses pembangunan dimana nmaezké@angun
tanpa memperdulikan dampak lingkungan yang tedgagkitar kawasan
pembangunan tersebut. Yang disadari maupun tidaaddrii telah
melanggar aturan pada Pasal 41 Peraturan DaeralrN&ghirahun 2004
tentang Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda.

Pengawasan terhadap bangunan diwilayah Kota Saaari
dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTB)u&n Operasional
Pengawas Bangunan Dinas Permukiman dan Pengembaligtn
Samarinda. Adapun langkah-langkah yang diambil ol8atuan
Operasional Pengawas Bangunan seperti melaksanaia@rasi
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pengawasan bangunan dilapangan terutama yang tidEkjalankan
ketentuan dalam membangun bangunan yang berdamgdladap
lingkungan (Satuan Operasional Pengawas Banguntn3&marinda).

Pada Pasal 41 ayat 2 Peraturan Daerah Kota SamdYiochor 34
Tahun 2004 tentang Bangunan Dalam wilayah Kota 8ads mengenai
Pengendalian Pelaksanaan Bangunan, menyatakan batetiap
pelaksanaan kegiatan membangun harus menjaga kaant@selamatan
bangunan dan lingkungan serta tidak boleh menggakegtgntraman dan
keselamatan masyarakat sekitarnya.

B. Perumusan Masalah

Pemerintah Kota Samarinda yang pada saat sekamamagi giat-
giatnya melakukan pembangunan dalam berbagai sedebrdupan.
Sehingga izin yang diberikan Pemerintah Kota Sawdari dapat
memberikan kontribusi terhadap kepentingan linglmngang tercermin
di dalam izin mendirikan bangunan telah diatur nesrag persyaratan,
batasan, larangan atau ketentuan yang harus dif@rhavarga, namun
dalam kenyataan warga pemegang izin kerap mengabatkiran tersebut
dan hal ini melalui upaya Pemerintah Kota Samariheldnadap perijinan
mendirikan bangunan di Kota Samarinda.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut penuliandany
perlu untuk mengetahui bagaimana penegakan hukurhad&p
membangun bangunan berdasarkan Peraturan Daerah S&wharinda
Nomor 34 Tahun 2004 tentang Bangunan Dalam Wild§@th Samarinda
dan bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh Retaier Kota
Samarinda dalam meminimalisir dampak lingkungan haeap
pelanggaran dalam membangun bangunan di Jalan Ahfaad Kota
Samarinda.

C. Tujuan Pendlitian
Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap

membangun bangunan berdasarkan Peraturan Daerah S&wharinda
Nomor 34 Tahun 2004 tentang Bangunan Dalam Wild§@th Samarinda

dan bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh Retaier Kota
Samarinda dalam meminimalisir dampak lingkungan haeap
pelanggaran dalam membangun bangunan di Jalan Ahfaad Kota
Samarinda.
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II. KERANGKA DASAR TEORITIS

A. Hukum Lingkungan
1. Ekologi Pembangunan

Salah satu cabang ekologi yang mempelajari lingaanigidup
sebagai objek kajian dalam hubungan dengan pembangadalah
ekologi pembangunan. Studi ini sangat pesat per&agdnnya
berhubung dengan banyaknya kasus kerusakan linghusgbagai
akibat dari proses pembangunan. Pembangunan adpigla-upaya
yang diarahkan untuk memperoleh taraf hidup yahil lbaik. Upaya-
upaya untuk memperoleh kesejahteraan atau tarap hydng lebih
baik merupakan hak semua orang dimanapun beraalaagsi, 2004).

Dengan demikian pembangunan merupakan sarana bagi
pencapaian taraf kesejahteraan manusia. Namuap gggimbangunan
tidak terlepas dari adanya dampak yang merugil@aniama kepada
lingkungan. Lingkungan menjadi semakin rusak berp@acemaran,
dan kerusakan sumber-sumber hayati seperti peniptsalangan
hutan, punahnya bermacam-macam biota, baik spdsmstang
maupun tumbuh-tumbuhan.

Lingkungan dan sumber-sumber alam menjadi objelmata
dalam semua program pembangunan. Hutan, baranggbtambang,
atau pola ekploitasi atas semua aset-aset lingkusgperti pasir,
binatang-binatang liar, tumbuh-tumbuhan bahkannggtarang antik,
dan alat-alat budaya tradisional dijadikan sebdgdijek” untuk
mencukupi kebutuhan negara dan rakyat.

Ekologi pembangunan terdiri dari paduan kata “Egilalan
“Pembangunan”. Ekologi diartikan sebagai ilmu yamgmpelajari
hubungan antara organisme dan lingkungan. Pembangun
(development)merupakan tuntutan tentang sumber daya manusia,
keuangan dan sumber-sumber alam untuk memuaskamtukeln
manusia dan meningkatkan kualitas hidup. Otto Sosota dalam
hubungannya studi Amdal (Analisis Mengenai Dampalgkungan)
mengatakan bahwa ilmu ekologi pembangunan adalabn yang
mempelajari hubungan timbal balik atau interaksaenpembangunan
dengan lingkungan (Siahaan, 2004).

Namun, dalam pelaksanaan membangun bangunan terdapa

pelanggaran yang berdampak lingkungan terhadap ogkol
pembangunan. Pelanggaran dalam membangun banguaag Yy
berdampak lingkungan pada ekologi bangunan tersddqueit berupa
menaruh atau meletakan material bangunan yang sdakestinya.
Menaruh atau meletakkan material berupa pasir,, lmsi cor atau
kayu-kayu di trotoar dan badan jalan, bahkan ace yaembiarkan
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tumpahan tanah yang tercecer dari truck penganuksit atau tanah
yang berserakan dijalan raya sehingga mengganggepdara lain
yang melintas. Hal tersebut dapat menggangu pejaka dan
pengendara lain yang melintas disekitar kawasaelet, yang dapat
berdampak pada lingkungan sekitar. (Siahaan, 20€2it)

Ekosistem

Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 206Q8ngy
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, eb&skan
ekositem itu ialah tatanan unsur lingkungan hidapgy merupakan
kesatuan utuh meyeluruh dan saling mempengaruandalembentuk
keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas linggamhidup.

Menurut Koesnadi, Ada dua bentuk ekosistem yandimgn
Yang pertama adalah ekosistem alamiatyral ecosisteindan yang
ke dua adalah ekosistem buataartifical ecosisten hasil kerja
manusia terhadap ekosistemnya. Dalam ekosistem iadamkan
terdapat heterogenitas yang tinggi sehingga mamgmpartahankan
proses kehidupan di dalamnya dengan sendirinya.arfgidn
ekosistem buatan akan mempunyai ciri kurang hetgitgsnya
sehingga bersifat labil dan untuk membuat ekosistersebut tetap
stabil, perlu diberikan bantuan energi dari luang/guga harus
diusahakan oleh manusianya, agar berbentuk suahaomintenance
atau perawatan terhadap ekosistem yang dibuat itu.

Berapa macam dan bentuk ekosistem itu, yang penting
bagaimana ekosistem tersebut menjadi setabil, gghimanusianya
bisa tetap hidup dengan "teratur” dari generasgé&eerasi "selamat”
dan "sejahtera” mungkin. Di samping itu perlu desadula bahwa
manusia harus berfungsi sebagai “subjek” dari ekesinya,
walaupun tidak boleh mengabaikan arti pentingnyajatk kestabilan
ekosistemnya sendiri. Perubahan-perubahan yangditegidalam
daerah lingkungan hidupnya mau tidak mau akan meggyahi
eksistensi manusianya, karena manusia akan baekak tergantung
pada ekosistemnya (Koesnadi, 2006:4).

Hukum Lingkungan

E.K.Meyers dikutip oleh Soeroso berpendapat hukuwi@lad
semua peraturan yang mengandung pertimbangan leesysi
ditunjukkan kepada tingkah laku manusia dalam nragkgh dan
menjadi pedoman bagi penguasa Negara dalam melakuka
tugasnya.(Soeroso, 2001:38)

N.H.T. Siahaan (2004:4) Lingkungan Hidup adalahmu
benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam seatpat atau ruang
tempat manusia atau mahkluk hidup berada dan aapaipengaruhi
hidupnya. Lingkungan hidup disebut juga dengankiimgan hidup
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manusia lfuman environmept isitilah ini biasa dipakai dengan

lingkungan hidup. Bahkan seringkali dalam bahasarsdari disebut

sebagai “lingkungan” saja. Dari definisi diatas, kanapengertian
lingkungan hidup itu dapat dirangkum dalam suanhgkaian unsur-
unsur sebagai berikut:

1) Semua benda, berupa manusia, hewan, tumbuhan, isiggn
tanah, air, udara, sampah, rumah, angin, dandam-Keseluruhan
yang disebutkan ini digolongkan sebagai materi. aBgklan
satuan-satuannya disebutkan sebagai komponen;

2) Daya, disebut juga dengan energi;

3) Keadaan, disebut juga dengan kondisi atau situasi;

4) Perilaku atau tabiat;

5) Ruang, yaitu wadah berbagai komponen berada,;

6) Proses interaksi, disebut juga saling mempengaatdui, biasa pula
disebut dengan jaringan kehidupan.

B. Bangunan

Bangunan adalah struktur buatan manusia yang itatds dinding
dan atap yang didirikan secara permanen di suatpae Bangunan juga
biasa disebut dengan rumah dan gedung, yaitu segadma, prasarana
atau infrastruktur dalam kebudayaan atau kehidupwmusia dalam
membangun peradabannya. Bangunan memiliki beragaruly ukuran,
dan fungsi, serta telah mengalami penyesuaian gepasejarah yang
disebabkan oleh beberapa faktor, seperti bahanubang kondisi cuaca,
harga, kondisi tanah, dan alasan estetika.

Bangunan mempunyai beberapa fungsi bagi kehidupanusia,
terutama sebagai tempat berlindung dari cuaca, &eam) tempat tinggal,
privasi, tempat menyimpan barang, dan tempat bek&gatu bangunan
tidak bisa lepas dari kehidupan manusia khususrefzagai sarana
pemberi rasa aman, dan nyaman.

Contoh bangunan yang paling sering kita lihat yga@mbatan
beserta konstruksi, dan rancangannya, jalan, sartma telekomunikasi.
Secara umum, peradaban suatu bangsa dapat diknate#nik-teknik
bangunan maupun sarana, dan prasarana yang dibuptimditinggalkan
oleh warisan manusia dalam perjalanan sejarahnya.

1. Bangunan Perniagaan
Yang dimaksud dengan bangunan perniagaan adalajurteam atau
sebagian dari bangunan yang mendapat IMB dari \aewgvajib
terdaftar sebagai atau untuk niaga, termasuk wakom, rumah
makan, bar/diskotik/klub malam, ruang jualan, behggkelayanan,
depot bensin dan sejenisnya.
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2.

Bangunan Pendidikan

Yang dimaksud dengan bangunan pedidikan adalahubangyang
digunakan untuk kegiatan pendidikan atau sejenisfiysekolah-
sekolah,gedung-gedung lembaga pendidikan, benghglah kerja,
laboratorium dan sebagainya )

Bangunan Industri

Yang dimaksud dengan bangunan industri adalah Io@amguatau
bagian dari bangunan dimana barang-barang atau+aean dibuat /
diselesaikan, disimpan, dijual belikan tetapi bukangunan toko atau
gedung yang diharuskan mendapat izin mendirikamglrzen sebagai
industri.

Bangunan Kelembagaan/ Perkantoran

Yang dimaksud dengan bangunan kelembagaan/perkantmtalah
bangunan yang digunakan bagi maksud urusan admsiist
perdagangan dan jasa tetapi bukan toko, gudangalank, termasuk
kantor, rumah sakit, gedung lembaga permasyargkaiak, studio,
pemancar, pasar bursa, biro perjalanan dan sey@nisn
Bangunan-Bangunan Khusus Tidak Diklasifikasikan

Yang dimaksud dengan bangunan bangunan khusus tidak
diklasifikasikan adalah bangunan atau bagian bagwang tidak
termasuk dalam klasifikasi bangunan, untuk kepgatinperaturan ini
akan diadakan klasifikasi ole Kepala Dinas Permakimdan
Pengembangan Kota untuk menentukan salah satu kedais
klasifikasi bangunan yang paling mendekati sesuangdn
penggunaannya/ fungsinya.

Menurut umurnya, bangunan di wilayah Kota Samarinda

diklasifikasikan sebagai berikut :

1.
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Bangunan Permanen

Yang dimaksud dengan bangunan permanen adalah rmg@ang

telah diperhitungkan keawetan kostruksinya maupekusitannya

serta berfungsi untuk jangka waktu yang lama, ylaéngunan dengan
pondasi batu, dinding, batu bata, tiang beton// lkajgu.

Bangunan Semipermanen

Yang dimaksud dengan bangunan semipermanen adaladuran

yang telah diperhitungkan kekuatan dan keawetastkasi maupun

bahannya, serta fungsinya untuk jangka waktu terfgaitu bangunan
dengan pondasi batu/kayu, dinding papan dan tiagg.k

Bangunan Non Permanen (sementara)

Yang dimaksud dengan bangunan non permanen (sewjentialah

bangunan yang konstruksinya maupun bahannya beifgsegentara,
termasuk bangunan direksi keet dan sejenisnya.
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Menurut Lokasinya, bangunan di wilayah Kota Sanuain
diklasifikasikan sebagai berikut :
a) Bangunan di Tepi Jalan Arteri;
b) Bangunan di Tepi Jalan Kolektor;
c) Bangunan di Tepi jalan Antar Lingkungan Lokal;
d) Bangunan di Tepi Jalan Lingkungan;
e) Bangunan di Tepi Jalan Desa;
f) Bangunan di Tepi Jalan Setapak;

Menurut Ketinggiannya, bangunan di wilayah Kota Sanda
diklasifikasikan sebagai berikut :
a) Bangunan Bertingkat Rendah ( satu s/d empat lantai
b) Bangunan Bertingkat Sedang ( empat s/d delapaai [ant
c) Bangunan Bertingkat Tinggi ( delapan lantai kejtas
Menurut Luasnya, bangunan di wilayah Kota Sandarin
diklasifikasikan sebagai berikut :
a) Bangunan Dengan Luas Kurang dari 100 m
b) Bangunan Dengan Luas 100-500 m
c) Bangunan Dengan Luas 500-1000 m
d) Bangunan Dengan Luas di Atas 1000 m

C. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2004
Tentang Bangunan Dalam Wilayah K ota Samarinda

Peraturan Daerah merupakan bagian integral dasdpperaturan
perundang-undangan. Dalam pasal 1 ayat (7) Undadghag Nomor : 10
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perunchaagngan,
Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-umdgagg dibentuk
oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan peusetljersama kepala
daerah.

Bagir Manan dikutip oleh Mahendra Putra Kurnia, tidkpendapat
bahwa peraturan perundang-undangan tingkat dadeatikan sebagai
peraturan perundang-undangan yang dibentuk olelenetahan daerah
atau salah satu unsur pemerintahan daerah yangetengy membuat
peraturan perundang-undangan tingkat daerah. (Maadputra Kurnia,
dkk 2007:18)

Menurut Suko Wiyono dikutip oleh Mahendra Putra miar dkk
berpendapat bahwa Peraturan Daerah merupakan aemalebih lanjut
dari peraturan perundang-undangan yang lebih tisggia merupakan
peraturan yang dibuat untuk melaksanakan perapeamdang-undangan
yang ada diatasnya dengan memperhatikan ciri khasingrmasing
daerah. Peraturan Daerah dilarang bertentanganadekgpentingan
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umum, peraturan perundang-undangan yang lebih itisgga Perda
daerah lain. (Mahendra Putra Kurnia, dkk 2007:19)

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang NomdraB@an
2002 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daelalah peraturan
daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabugatan

Mengenai ruang lingkup dari Peraturan Daerah, dgdasal 7 ayat
(2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peiuken
Peraturan Perundang-undangan, menjelaskan bahwatuiRer Daerah
meliputi :

a. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan PefarakRakyat
Daerah Provinsi bersama dengan gubernur

b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewarwdkilan
Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.

c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat dibuatBdelan Perwakilan
Desa atau nama lainnya

Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15uiia?006
tentang Jenis Dan Bentuk Produk Hukum Daerah menkab jenis
Produk Hukum Daerah terdiri atas :

a. Peraturan Daerah

b. Peraturan Kepala Daerah

c. Peraturan Bersama Kepala Daerah
d. Keputusan Kepala Daerah

e. Instruksi Kepala Daerah

Secara lebih jelas, Pasal 2 Peraturan Menteri Dalageri Nomor
16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan ProduikiniHiaerah,
menyatakan bahwa ” Produk hukum daerah bersifaggiaran dan
penetapan ”.

Dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 3 ayat (1) batproduk hukum
daerah yang bersifat pengaturan meliputi :

a. Peraturan Daerah atau sebutan lain
b. Peraturan Kepala Daerah
c. Peraturan Bersama Kepala Daerah

Ayat-ayatnya menjelaskan bahwa produk hukum daerag
bersifat penetapan meliputi :
a. Keputusan Kepala Daerah
b. Instruksi Kepala Daerah

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34 Tahun B&idng
Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda, mengaturamske untuk
menata pembangunan agar sesuai dengan Rencana Buomamg Kota
dan Pembangunan yang berwawasan lingkungan peilakukian
penertiban dan penataan bangunan dalam wilayah$atearinda. Dalam
rangka menjamin keselamatan masyarakat dan guneaptnya

60



Jurnal LEGALITAS Volume 3 Nomor 2, Desember 2018 SISCETAK 2597-968X
ISSN ONLINE  2548-8244

keserasian dan kelestarian lingkungan, dipandarig pdanya penertiban
dan pengaturan atas pelaksanaan mendirikan, meaticaria dan
menghapuskan bangunan.

D. Penegakan Hukum lingkungan

Hukum lingkungan berkaitan dengan penetapan nilai-ryang
sedang berlaku dan nilai-nilai diberlakukan di masendatang, serta
dapat disebut hukum yagn mengatur tatanan lingkurdgdup. Hukum
lingkungan adalah hukum yagn mengatur hubunganatirbblik antara
manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apahbiengbar dapat
dikenakan sanksi (Siti Sundari Rangkuti, 2005:2)

Pengertian sistem penegakan hukum menurut Soegorkanto
(2005:5), adalah :

"....kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai ydarjabarkan

dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilatamafan

mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaiajalpsan
nilai tahap akhir, untuk menciptakan seba@social control)
kedamaian pergaulan hidup”.
Menurut Supriadi (2006:269), penegakan hukum limgjeun
dilakukan melalui pengawasan dan pemeriksaan sedialui deteksi
pelanggaran hukum, pemulihan kerusakan lingkungantithdakan pada
pembuat. Siswanto Sunarso (2005:187) mengibaratkategi penegakan
hukum lingkungan sebagai pedang bermata dua yaitegakan hukum
yang mampu menjamin kebahagiaan dan mampu menjatanya
keadilan.
Diana Halim Koentjoro (2004:74) membedakan pengawas
a. Pengawasan Preventif
Yakni pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkansuatu
keputusan/ketetapan pemerintah, dinamakan jugaapesgn apriori.
Dalam Undang-Undang No. 22/1999, pengawasan pliévemantum
dalam Pasal 112 yang akan ditetapkan dengan pangtemerintah.

b. pengawasan Represif
Yakni pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluagkan
keputusan/ketetapan pemerintah, sehingga bersitaek#f dan
memulihkan suatu tindakan yang keliru, disebut jygengawasan
aposteriori. Dalam Undang-Undang NO. 22/1999, peagan
represif tercantum dalam Pasal 70.

Siti Sundari Rangkuti (2005:215-216) membedakan egakan
hukum lingkungan berdasarkan sifatnya :

a. Penegakan hukum yang bersifat Preventif, yang theftmhwa

pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan lkepgsataturan
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tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristioakiit yang
menimbulkan sangkaan bahwa hukum telah dilanggar.

b. Penegakan hukum yang bersifat Represif, yang lbdyahwa suatu
perbuatan terlarang yang melanggar peraturan diaduara langsung
melalui suatu penindakan.

[11.METODE PENELITIAN

A. JenisPendlitian

Penelitian Yuridis Empiris yakni suatu metode pidae yang
dilakukan dengan mengkaji tentang peraturan-pematutukum yang
bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengBeaegakan
Hukum Terhadap Pelanggaran Dalam Membangun BangDnalalan
Ahmad Yani Kota Samarinda Berdasarkan PeraturanrabDaéota
Samarinda Nomor 34 Tahun 2004 tentang BangunamDaldayah Kota
Samarinda.

Abdul Kadir Muhammad mengemukakan “penelitian Yisrid
Empiris adalah gmperical law researgh mengkaji hukum yang di
konsepkan sebagai perilaku nyagat(ial behafioy, sebagai gejala sosial
yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiajany dalam hubungan
hidup bermasyarakat”.

B. Lokas Pendlitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan PelayanBerizinan
Terpadu Satu Pintu, UPTD Pengawas Bangunan danatekggiatan
membangun bangunan di Jalan Ahmad Yani Kota Sadaariipilihnya
lokasi jalan Ahmad Yani karena penulis melihat agdarkegiatan
membangun bangunan tidak sesuai dengan peratungriglah ada, yaitu
Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2@ddang
Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda.

V. PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum  Terhadap Membangun  Bangunan
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34
Tahun 2004 tentang Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda
(Studi Pelanggaran Bangunan di Jalan Ahmad Yani Kota
Samarinda)

Penegakan hukum berkaitan dengan membangun bangunak
menata pembangunan agar sesuai dengan Rencana Buomamg Kota
dan Pembangunan yang berwawasan lingkungan peilakukian

62



Jurnal LEGALITAS Volume 3 Nomor 2, Desember 2018 SISCETAK 2597-968X
ISSN ONLINE  2548-8244

penertiban dan penataan bangunan dalam wilayah%aterinda. Dalam

rangka menjamin keselamatan masyarakat dan guneaptenya

keserasian dan kelestarian lingkungan, dipandarig pdanya penertiban
dan pengaturan atas pelaksanaan mendirikan, meatiaria dan
menghapuskan bangunan.

Untuk menciptakan kondisi tersebut di atas perlanged pengaturan
tata letak bangunan, keindahan dan kelestariakkuimgan. Pelaksanaan
pembangunan harus menjaga keamanan, keselamatajunban dan
lingkungan serta tidak boleh mengganggu ketentradsam keselamatan
masyarakat sekitarnya, yang diatur dan dikendalikehaksanaanya
melalui penetapan dalam suatu Peraturan Daerah atearinda Nomor
34 Tahun 2004 tentang Bangunan Dalam Wilayah Kataginda.

Dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34 nT 2004
tentang Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda ntanga
Pengendalian Pelaksanaan Bangunan pada Pasal 4¢1nyamyatakan
bahwa :

(1) Pelaksanaan kegiatan membangun harus sesuai deegsyaratan
yang tercantum dalam ijin membangun;

(2) Setiap pelaksanaan kegiatan membangun harus mekgagaanan,
keselamatan bangunan dan lingkungan serta tidahbukengganggu
ketentraman dan keselamatan masyarakat sekitarnya;

(3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan kegiatan angob
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasaltatapkan oleh
walikota.

Pengendalian pelaksanaan bangunan ditetapkan algan #egiatan
dilapangan dapat diterapkan sesuai dengan Peraaanah. Hal ini
dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepadaertéah Kota
untuk memantau dan/atau mengawasi pelaksanaan rEng@gar sesuai
aturan yang telah ditetapkan.

Bapak Sunarto kepala UPTD Satuan Operasional Pesgaw
Bangunan, mengatakan bahwa pihaknya telah melakugaga dengan
maksimal, seperti melakukan pengawasan terhadaikgaglaan kegiatan
membangun bangunan dengan cara patroli mengawasbgpgunan
terhadap bangunan di Samarinda. Namun terdapatdpebkendala antara
lain, sumber daya manusia, sarana dan prasarate fasilitas yang
terbatas yang tentunya membuat kurang maksimalmdglanegakan
peraturan tersebut.

Pada faktanya banyak pelanggaran membangun bangbhnansnya
yang berdampak pada lingkungan masih kerap teiadliini disebabkan
kurangnya sosialisasi terhadap peraturan daeray) yangatur tentang
mendirikan bangunan terutama berkaitan dengan te@gimembangun
bangunan terhadap dampak lingkungan.
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Dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran memiemgu
bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kota SamaNodnor 34
Tahun 2004 tentang Bangunan Dalam Wilayah Kota 8ade ada
beberapa faktor yang mempengaruhi. Adapun faktdofa yang
dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Faktor dari hukum itu sendiri yang dalam hal inrd®eran Daerah
Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Bangudelam
Wilayah Samarinda yang tidak menjelaskan secarai tientang
pengendalian pelaksanaan bangunan.

2. Faktor penegak hukum yaitu peran aparat penegakunmusangat
menentukan efektif atau tidak suatu peraturan menigrundangan,
hal ini maka aparat penegak hukum dituntut untukaksanakan
kewajibannya secara bertanggung jawab sehinggaartujsuatu
peraturan dapat tercapai. Namun dalam kenyatasapgiaat penegak
hukum tidak melakukan tugasnya dengan baik.

3. Sarana atau fasilitas merupakan hal penting, hakanena tanpa
adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidakgkin penegakan
hukum akan berlangsung dengan lancar. Saranaag#itet tersebut,
antara lain mencakup tenaga manusia yang berp&adiddan
terampil, organisasi yang baik, peralatan yang noamaan keuangan
yang cukup. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, rahdt penegakan
hukum akan mencapai tujuannya. Sarana atau fasititampunyai
pengaruh yang sangat besar bagi kelancaran petadsgrenegakan
hukum. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor Zhui 2004
tentang Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda ddpatakan
belum efektif dalam pelaksanaannya, hal ini terbdkihgan masih
terdapat membangun bangunan di Jalan Ahmad Yamsi Bamarinda
yang menyalahi aturan mengenai membangun bangudah.ini
terjadi tidak lain karena kurangnya sarana ataulitéss untuk
melaksanakan peraturan tersebut. Tenaga ahli juydaherbatas,
terbatasnya alat-alat kerja, kendaraan operasigaaf] tidak memadai
serta dana yang minim. Dengan hal tersebut dapahplilkan bahwa
sarana atau fasilitas sangat menentukan dalam @esreghukum.
Tanpa sarana atau fasilitas yang memadai, penedaklauim tidak
akan dapat berjalan lancar dan penegak hukum tidakgkin
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya perananyaiag
seharusnya.

Secara umum disini Pemerintah Daerah Kota Samairudang
mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota SamarirmaoN 34 Tahun
2004 tentang Bangunan Dalam Wilayah Kota Samaritzatatidak turun
langsung ke lapangan untuk melakukan pemeriksadwadap kegiatan
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membangun bangunan yang tidak sesuai dengan at@eahingga
penegakan dari Peraturan Daerah Kota Samarinda N&4ndahun 2004
tentang Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda deqngihak yang
membangun bangunan di Kota Samarinda khususnya Adla@ad Yani
menjadi belum efektif untuk meminimalisir dampakgkungan dari
kegiatan membangun bangunan. Selain itu PemeribDadrah harus
berupaya memberikan sosialisasi tentang aturan ptasedur dalam
membangun bangunan agar tidak berdampak pada hggkusekitar,
sehingga penegakan Peraturan Daerah Kota Samatimdar 34 Tahun
2004 tentang Bangunan Dalam Wilayah Kota Samariddpat terus
ditingkatkan.

Penegakan hukum Peraturan Daerah Kota SamarindaoMN8+#
Tahun 2004 tentang Bangunan Dalam Wilayah Kota Sade terbagi
menjadi 2 (dua) aspek yaitu :

a. Penegakan Hukum Dengan Aspek Pidana

Hukum pidana merupakan sarana pemaksa untuk metndu
warga masyarakat terhadap perbuatan yang merugikam yang
mengakibatkan terjadinya penderitaan pada pihak(@ntoh dalam
hal ini adalah perusakan lingkungan hidup). SaRkdana bisa berupa
denda atau kurungan.

Sedangkan menurut Mertokusumo dikutip oleh (P.
Soemartono, 2004) bahwa masing-masing bidang hutensebut
dapat dikenakan sanksi berupa:

1. Sanksi perdata berupa pemulihan atau membayarrggnti

2. Sanksi pidana dapat berupa, hukuman penjara, deedatupan
tempat usaha, ganti rugi, atau perampasan keumturygag
diperolehnya

3. Sanksi administratif berupa, pencabutan izin temys#ha dan
membayar uang denda.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2004

tentang Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda, |Pa34a

menyatakan bahwa :

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturanatbaar,
diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanyda8 btau
denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- dengan tatak
dengan merampas/menyita alat-alat yang dipergunakank
melakukan pelanggaran.

(2) Selain sanksi yang sebagaimana dimaksud pada Bypagal ini,
terhadap pelanggaran dimaksud dapat dikenakan lpakaaan
penegakan hukum seluruhnya atau sebagian.

(3) Walikota menetapkan pelaksanaan dan besarnya biaya

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini.
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B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemerintah Kota
Samarinda Dalam Meminimalisir Dampak Lingkungan Terhadap
Pelanggaran Dalam M embangun Bangunan Di Jalan Ahmad Yani
Kota Samarinda

Pembangunan merupakan suatu kebutuhan yang saeggngp
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakuldifitas.
Apalagi dengan berlakunya Otonomi Daerah yang tetamberikan
kewenangan yang nyata dan bertanggungjawab padariftah Kota
Samarinda untuk menggali dan melaksanakan pembangiaerah sesuai
dengan potensi yang terdapat di daerah tersebut.

Akan tetapi, dalam pelaksanaan membangun bangusrdapht
banyak pelanggaran-pelanggaran membangun bangamgnbgrdampak
ekologi bagi lingkungan sekitar. Pelanggaran-pejaran tersebut berupa
meletakan material bangunan tidak pada tempatrgieniypada tempat
yang berdampak terhadap kenyamanan dan keselamatarakat serta
serta lingkungan sekitar.

Dalam meminimalisir dampak lingkungan terhadap mgdaran
dalam membangun bangunan, perlu dilakukannya peagan
pelaksanaan bangunan agar dapat memantau dan mafsii
pelanggaran-pelanggaran dalam membangun banguman bgadampak
terhadap lingkungan sekitarnya.

Dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34 1T 2004
Tentang Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda iohekt secara
spesifik mengatur tentang pengendalian pelaksarmeagunan hanya
menyantumkan setiap pelaksanaan kegiatan membdragyus menjaga
keamanan, keselamatan bangunan dan lingkungan Sde boleh
mengganggu ketentraman dan keselamatan masyarakkitars
Seharusnya terdapat pasal-pasal yang mengatur $pksifik mengenai
ketentuan pelaksanaann kegiatan membangun.

V. PENUTUP

Kesmpulan
Penegakan Hukum

Dalam hal penegakan Peraturan Daerah Kota Samarind
Nomor 34 Tahun 2004 tentang Bangunan Dalam Wilakaita
Samarinda, Pemerintah kota Samarinda melalui UPT&uas
Operasional Pengawas Bangunan Kota Samarinda benkexgan
melakukan penertiban terhadap kegiatan membanguguban yang

P>
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tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yahgatdioleh
pemerintah kota Samarinda.
2. Upaya-upaya Hukum

Yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarahaam
meminimalisir dampak lingkungan terhadap pelanggadalam
membangun bangunan, yaitu melalui pola pembinaaigaste cara
kemitraan, peringatan, penertiban dengan Satuan ra€paal
Pengawas Bangunan serta proses penegakan hukumisichtif dan
pidana.

B. Saran

1. Perlunya sosialisasi terhadap warga maysarakattatea kepada
warga yang melakukan kegiatan membangun bangunatantg
adanya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34nT2004
tentang Membangun Bangunan Dalam Wilayah Kota Sadwar

2. Memberikan pembinaan kepada warga yang melakukayiatke
membangun bangunan tentang mekanisme yang baikmdala
membangun bangunan agar ramah lingkungan.

3. Pemerintah Kota Samarinda seharusnya berupaya untuk
mensosialisasikan dan memberikan pemahaman tessakgi hukum
dari Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34 T2B04 tentang
Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda kepada malsyatempat
kegiatan membangun membangun bangunan.

4. Pemerintah Kota Samarinda harus dapat memberikgraskan
terhadap penegakan hukum terhadap pelanggaran dagrha
membangun bangunan sesuai dengan ketentuan yamgaseya dan
Pemerintah Kota Samarinda harus terlebih dahuluakni&bn pola
pembinaan dengan cara kemitraan yang di bantu &lah Ops
Pengawas Bangunan terhadap masyarakat agar masyaekgatahui
Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 280#ng
Bangunan Dalam Wilayah Kota Samarinda. Sehinggaegsan
hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kota SamarirataoN 34
Tahun 2004 tentang Bangunan Dalam Wilayah Kota Hadwa
terhadap pelaksanaa kegiatan membangun Bangunkiadi Ahmad
Yani Kota Samarinda dapat dilakukan secara efektif.
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